
 

 

 

 

 

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS 

NOMOR          TAHUN 2023 

TENTANG 

FORUM SATU DATA INDONESIA 

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 
 

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk mewujudkan keterpaduan 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan 

pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan 

Data yang akurat, mutakhir terpadu, dapat 

dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan 

dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, 

terintegrasi dan berkelanjutan; 
 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam        pasal 

18 ayat (7) dan pasal 19 ayat (4) Peraturan Bupati 

Kepulauan Anambas Nomor 53 Tahun 2022 tentang 

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia    Tingkat 

Kabupaten, perlu di bentuk  Forum Satu    Data 

Indonesia Tingkat Kabupaten dan Sekretariat Satu Data 

Indonesia Tingkat Kabupaten dengan Keputusan 

Bupati; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Satu 

Data Indonesia Kabupaten Kepulauan Anambas; 
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Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang 

Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3683); 

  2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421); 

  3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) 

sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektrornik Elektronik  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5952); 

  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di 

Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879); 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
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menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3854); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5149); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 

10. Peratutan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6657); 

12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78); 

13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada 

Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50,000 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28); 
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14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1872); 
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu 

Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 112); 
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 

Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 57); 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, 

Nomor 1114); 
18. Peraturan  Badan Pusat Statistik  Nomor 4 Tahun 2020 

tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091); 
19. Peraturan  Badan Pusat Statistik  Nomor 5 Tahun 2020 

tentan Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092); 
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasioal  Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen 

Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573); 
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasioal  Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan 

Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745); 

22. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasioal  Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja 

Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1746); 
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23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Thun 2020 tentang 

Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan 

Bebasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 994); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan 

Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan 

Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53); 

sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan 

Anambas  ( Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan 

Anambas Nomor 87, Tambahan Lembar Daerah 

Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 

Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 

Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kepulauan Anambas Nomor 94); 

27. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas 

Nomor  40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022       Nomor 

683); 
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28. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 

2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah 

Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 

610); 

 
 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  

 

KESATU : Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Kepulauan Anambas 

dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I Keputusan ini; 

KEDUA          : Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU memiliki tugas melakukan komunikasi dan 

koordinasi mengenai: 

a. daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun berjalan 

dan atau selanjutnya;  

b. pemenuhan prinsip satu data Indosesia dalam 

penyelenggaraan  perencanaan data, pengumpulan data, 

pemeriksaan data, penyampaian dan penyebarluasan 

data; 

c. pelaksanaan rencana aksi satu data Indonesia; 

d. penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu dalam 

penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten 

Kepulauan Anambas; 

e. kerjasama penyelenggaraan Satu Data Indonesia 

Kabupaten Kepulauan Anambas dengan pihak lain yang 

terkait; dan 
f. penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan 

Satu Data Indonesia Kabupaten Kepulauan Anambas. 
 

KETIGA : Peran dan tugas masing-masing keanggotaan Forum Satu 

Data sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 

sebagai berikut: 

a. Dewan pengarah terdiri dari ketua dan anggota, 

mempunyai tugas: 
























